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TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GT'BERIVUR IYUSA TEI|GGARA TIUU&
ilentnbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 245 ayat (3) Undang_

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang R.;eri.rt han
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun2Ol4 tentang pemerintahan Daerah, Rancangan perda
Kabupaten/Xota yang mengatur tentang RpJpt RPJMD,
APBD, perubahan ApBD, pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD, pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata
Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur
sebaqai walil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota;

b. bahwa Tim Eva-luasi provinsi telah melakukan Evaluasi
terhadap Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Rote
Ndao tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2OI2 tentang Retribusi Jasa
Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2O12 tentang Retribusi Jasa Usaha;

If,engtngat : l. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor ll5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Pembahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Q!
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4. peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentangpembinaan dan pengawasan perryJ"rrgg"r""npemerintahan Daerah (t embaran fV.garl-- RepublikIndonesia Tahun 2Ol7 Nomor ZS, fambihan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

5' peraturan Menteri Daram Negeri Nomor go rahun 2015tentang pembentukan produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2O36)sebagaimana telah diubah dengan peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun iOfa t.rrt rrg peruUahan
Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi gO Tahun2015 tentang pembentukan produk itrrto_ Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OtA Nomor15fl;

6' peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016tentang Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentangpajak Daerah dan Rancangan peraturan Daerah tentang
Retribrrsi Dagrah (Berita ttegara Republik tndonesia Tahun
2O16 Nomor 2O8O);

Meaperhatl,kan : S"Tl l:lr_.1 Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :9T4l.lO_22/SJ tanggal 3 Februari 2O2O Hal penyampaian
Hasil-Konsultasi Rancangan peraturan Daerah X,aUup"ten
Rote Ndao tentang Retribusi Jasa Usaha;

METU?USKAIY:

Hasil Evaluasi Rancangan peraturan Daerah KabupatenRote Ndao tentang perubahan Atas peraturan DaerahKabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang
Retribusi Jasa Usaha.

Hasil _Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
IESATU a{alah sebagai64112 tercantum dalam l-ampiran
Keputusan ini.
Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan
terhadap Rancangan peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
pupat-i mengajukan permohonan Nomor Register peraturan
Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DpRD
melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan peraturan
Daerah sebagaimana dimalsud dalam Dikium KESATU
Keputusan ini. nf

Menetap&an

IIESATU

I{TDUA :

XSrIGA :

XEEUPAT :



KELIMA

KEEilAM

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjutl -nA-il
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

ffi;;p"at ir.n.ttptutt Rancangan Peraturan Daerah

tersebut menjadi p"tttt"tt Daeih' Peraturan Daerah

ilil; ai"v"ttt"t tidak sah secara prosedural-

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di KuPang
p.J" t"ttgg"l 13 tV+7Et 2o2o

(Faa.rt. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NIP. t9620524 198903 1 014

Tembusan:
t. lvtenteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

;. C;;;". Nusa Tenggara rimur di Kupang (sebagar laporan);

5. i","" DPRD Provinsl Nusa Tenggara Timur di Kupang;

;. w.ldl cubernur Nusa TenggarJiimur di Kupang (sebagai laporan);

5. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
6. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;

i. ijfi.". gi"" Keuangan Daerah Kementerian DAlern Negeri RI di Jakarta'

+\
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. LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGCIARA TIMUR
NoMOR z lel lKEPlHKl2o2O
TANGGAL. It n1e,er 2O2O

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No Rumusan Rancangaa Perda Hasll Evaluasl Ket
2 4

mor 3 Tahun 2O12 tentangBelribCqlggg-qlela.
Menimbang:
Huruf a dan huruf b.

Menimbang:
Tetap.

Mengingat:
Angka 1 s/d angka 5.

Mengingat:
Tetap.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote
Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor
013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor
105) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf
sehingga berbunyi sebagai benkut :

Pasal 2
(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan

daerah ini terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
c. Retribusi Rumah Potong Hewan;

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote
Ndao Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Jasa Usaha
(L,embaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor
O13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor
105) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu
huruf e dan huruf f sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
(1)Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan

daerah ini terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
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d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
e. Retribusi Terminal; dan
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
e. Retribusi Terminal; dan
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
disolongkan sebagai retribusi iasa usaha.

Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) bagian yaitu
Bagian Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing
bagian terdiri dari 4 (empat) Paragraf serta diantara Pasal
26 dan Pasal 27 disisipkan 12 (dua belas) Pasal sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26.{
Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di
terminal penumpang yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi
dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 268
(1) Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26A meliputi :

a. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang;
b. Pemakaian Tempat Kendaraan dalam Lingkungan

Terminal;
c. Pemakaian tempat untuk usaha penjualan dalam

lingkungan terminal; dan
d. Pemakaian Fasilitas Lain di dalam terminal.

(2) Pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang
dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta
tidak termasuk Objek Retribusi Terminal.

2. 2. Ketentuan BAB II ditambahkan 2 (dua) Bagian yaitu Bagian
Kelima dan Bagian Keenam dan masing-masing bagian terdiri
dari 4 (empat) Paragraf yaitu pargraf 1 sampai dengan
paragraf 4 serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 12
(dua belas) Pasal yaitu Pasal 26A sampai dengan Pasal 26L
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A
Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas
pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 268
(1) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26A adaJal: pelayanan penyediaan fasilitas di terminal oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD
dan oerusahaan swasta,

/



(i) Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau
Badan Hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau
badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi.

Pasal 26D
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi.
luas, dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.

Pasal 26E
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan

besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keunturgan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayananjasa usaha tersebut dilakukan secara efiiien dan
berorientasi pada harga pasar.

Pasal 26F
Struktur dan besamya tarif Retribusi Terminal.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

(1) subjek Retribusi rerminal adalah orang pribadi atau badanyang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas diterminal.
(2) wajib Retribusi rerminal adalah orang pribadi atau badanyang menurut ketentuan 

. 
peraturan perundang_u"aarg"ndiwajibkan untuk melakukan p"*b"y.r.r, retribusi,termasuk pemungut atau pemotong ."t.ibrr"i terminal.

Pasal 26D
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenispelayanan, jenis kendaraan dan frekuensi p..rgg.rr*fasilitas di terminal.

(1) Tetap.

(2) Tetap,

Pasal 26F
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, sebagaimanatercantum dalam Lamoiran I dan merupakan bagiin yangtidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
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Pasal 26G
Atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga.

Pasal 26H
(l) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.

Pasal 261
(1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

orang pribadi atau Badan Hukum yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat
rekreasi, pariwisata dan Olahraga.

(2) wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau Badan Hukum yang diwajibkan untuk
melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 26J
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis tempat,
jangka waktu dan volume pemakaian Tempat Rekreasi dan
Olahraga.

Pasal 26G
Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dipungut
retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemenntah Daerah.

Pasal 26H
(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang
disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BMUD, dan pihak swasta.

Pasal 261
(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang
disediakan pemerintah daerah.

(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan Pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 26J
Tetap.

*



(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnva
tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memoeroleh
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila petayarra., .ia"ausaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Pasal 26L
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga, sebagaimana tercantum dalam l,ampiran VI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

Pasal 26L
Struktur dan, besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi danOlahraga, sebagaimana tercantum dalam 

^f^ampiran 
II dan

T.*q+T bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini.

(r) Tetap.

(2) Tetap.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aga. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
Qalam l44qlaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

!a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PEMBINA UTAMA
NrP. 19620524 198903 1014


